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ABSTRAK
Permasalahan utama dalam kesehatan di Papua berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang terbatas. Papua me-
rupakan salah satu daerah dengan angka kekurangan gizi tertinggi di Indonesia Papua juga memiliki prevalensi
penyakit menular yang tinggi, Budaya dan perilaku masyarakat Papua yang masih kuat. Tujuan penelitian ini adalah
untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan publik pemerintah daerah dalam melihat derjat kesehatan di kota
Jayapura. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain penelitian survey. Lokasi penelitian
adalah di seluruh kecamatan yang dalam lingkup Kabupaten Jayapura yang terdapat Rumah Sakit, Puskesmas atau
Pustu. Penentuan informan dalam penelitian ditetapkan secara purposive. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumen. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian bahawa Kebijakan publik sangat penting dalam mengatasi
masalah status gizi masyarakat (Sitasari 2022). Status gizi masyarakat adalah gambaran umum tentang tingkat
kesehatan dan nutrisi suatu kelompok masyarakat Kebijakan publik yang tepat dapat membantu meningkatkan status
gizi masyarakat, mengurangi masalah gizi buruk dan mencegah terjadinya penyakit yang berkaitan dengan gizi
seperti obesitas dan diabetes. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik tersebut, peran pemerintah sangat
penting untuk melakukan koordinasi dan pengawasan yang efektif. Selain itu, peran masyarakat juga tidak kalah
penting dalam mensukseskan kebijakan publik tersebut dengan aktif berpartisipasi dan melaksanakan langkah-
langkah yang direkomendasikan.
Kata kunci: Kebijakan publik; derajat kesehatan; status gizi

ABSTRACT
The main problems in health in Papua are related to limited health services. Papua is one of the areas with the
highest malnutrition rates in Indonesia Papua also has a high prevalence of infectious diseases, the culture and
behavior of the people of Papua are still strong. The purpose of this study is to provide an overview of the local
government's public policy in terms of health status in the city of Jayapura. The research method used is qualitative
with a survey research design. The research locations are in all sub-districts within the scope of Jayapura Regency
where there are hospitals, health centers or pustu. Determination of informants in the study was determined
purposively. Data collection techniques used are observation, in-depth interviews, and documents. Data analysis
uses data reduction, data presentation, and conclusion/verification. The results of the study show that public policy
is very important in overcoming the problem of the nutritional status of the community (Sitasari 2022). The
nutritional status of a community is an overview of the level of health and nutrition of a community group.
Appropriate public policies can help improve the nutritional status of the community, reduce the problem of
malnutrition and prevent the occurrence of diseases related to nutrition such as obesity and diabetes. In
implementing these public policies, the government's role is very important to carry out effective coordination and
supervision. In addition, the role of the community is no less important in the success of these public policies by
actively participating and implementing the recommended steps.
Keywords: Public policy; health degree; nutritional status.

PENDAHULUAN
Kebijakan publik kesehatan di Papua di-

dasarkan pada situasi kesehatan yang kompleks di
provinsi tersebut. Papua adalah salah satu provinsi
terluar dan terisolasi di Indonesia yang memiliki
masalah kesehatan yang signifikan, seperti tingkat
kematian bayi dan ibu yang tinggi, penyakit me-
nular, serta masalah kesehatan masyarakat adat
yang berbeda dari budaya di wilayah lain di Indo-
nesia. Masalah kesehatan di Papua terkait dengan
faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang unik.
Sejumlah faktor seperti infrastruktur yang terbatas,

akses terbatas ke sumber daya kesehatan, budaya
tradisional yang kuat, dan masalah konflik di wi-
layah tersebut memperburuk situasi kesehatan di
Papua (Hikmah and Hikmah 2020). Oleh karena
itu, kebijakan publik kesehatan di Papua difokus-
kan pada memperbaiki akses dan kualitas layanan
kesehatan, meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang kesehatan, memperkuat sistem kesehatan,
serta meningkatkan ketersediaan sumber daya ke-
sehatan seperti obat-obatan dan peralatan medis.

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan se-
jumlah program dan kebijakan kesehatan di Papua,
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termasuk Program Kependudukan, Keluarga Be-
rencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK),
Program Pemberantasan Malaria, Program Pembe-
rantasan Tuberkulosis, dan Program Kesehatan
Ibu dan Anak (KIA). Selain itu, pemerintah juga
bekerja sama dengan organisasi internasional dan
LSM untuk meningkatkan kondisi kesehatan di
Papua. Kebijakan publik layanan kesehatan di
Papua berkaitan dengan kondisi kesehatan yang
masih memprihatinkan di wilayah tersebut. Bebe-
rapa masalah kesehatan yang dihadapi Papua me-
liputi tingginya angka kematian ibu dan bayi, pre-
valensi penyakit menular seperti malaria dan tu-
berkulosis (Mongan and Sinaga 2019), serta masa-
lah kesehatan masyarakat adat yang unik. Kondisi
geografis dan sosial ekonomi Papua yang khusus
juga memperumit akses dan ketersediaan layanan
kesehatan di wilayah tersebut. Papua memiliki wi-
layah yang luas dan tersebar, sehingga infra-
struktur kesehatan masih terbatas dan akses ke
layanan kesehatan menjadi sulit bagi sebagian
masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kondisi kese-
hatan di Papua, pemerintah Indonesia telah me-
luncurkan sejumlah kebijakan publik terkait laya-
nan kesehatan. Salah satu kebijakan yang diterap-
kan adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) yang meliputi seluruh penduduk Indonesia
termasuk Papua. Program ini bertujuan untuk
memastikan seluruh masyarakat memiliki akses
terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan
terjangkau (Nugraheni, Mubasyiroh, and Hartono
2020). Selain itu, pemerintah juga mengembang-
kan program layanan kesehatan dasar seperti pus-
kesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) dan pos-
yandu (Pos Pelayanan Terpadu) di wilayah Papua
untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi
masyarakat di daerah terpencil dan sulit dijangkau.

Pemerintah juga berusaha meningkatkan ke-
tersediaan tenaga kesehatan dan peralatan medis
di Papua, termasuk dengan memberikan insentif
kepada tenaga kesehatan yang bekerja di wilayah
tersebut. Dalam hal ini, kerja sama dengan organi-
sasi internasional dan LSM turut berkontribusi
untuk meningkatkan kondisi layanan kesehatan di
Papua(Wahono et al. 2021). Derajat Kesehatan di
Papua merupakan masalah kesehatan yang kom-
pleks dan memerlukan perhatian serius dari pe-
merintah dan masyarakat Papua serta berbagai
pihak terkait. Papua memiliki kondisi geografis
dan sosial yang unik, dengan wilayah yang terdiri
dari dataran rendah, pegunungan, dan pulau-pulau
kecil yang terisolasi. Selain itu, Papua juga me-
miliki keanekaragaman budaya dan bahasa yang
sangat tinggi. Meningkatkan derajat kesehatan di

Papua memerlukan perhatian dan upaya bersama
dari berbagai pihak. Pemerintah perlu meningkat-
kan akses terhadap pelayanan kesehatan dan me-
ningkatkan infrastruktur kesehatan di daerah ter-
pencil (Lipson, Lattie, and Eisenberg 2019). Se-
lain itu, perlu juga adanya upaya untuk mening-
katkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan
dan gizi (Kim et al. 2019), serta mempromosikan
praktik kesehatan yang sehat dan sesuai dengan
budaya Papua.

Papua merupakan salah satu provinsi di
Indonesia yang memiliki masalah kesehatan yang
cukup kompleks. Beberapa permasalahan di Papua
dalam meningkatkan derajat kesehatan meliputi
akses kesehatan yang terbatas, akses ke layanan
kesehatan di Papua masih terbatas, terutama di
daerah pedalaman yang sulit dijangkau. Hal ini
menyebabkan banyak masyarakat Papua yang
kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
yang memadai. Selain itu, terdapat juga masalah
ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis
yang kurang memadai di beberapa wilayah di
Papua. Masalah Gizi, Masalah gizi menjadi per-
masalahan yang cukup serius di Papua. Banyak
anak-anak di Papua yang mengalami stunting
(terhambat pertumbuhan) dan kekurangan gizi.
Hal ini disebabkan oleh pola makan yang tidak
seimbang dan kurangnya pengetahuan tentang gizi
yang baik dan benar. Kondisi Sanitasi yang Buruk,
Kondisi sanitasi yang buruk juga menjadi masalah
kesehatan di Papua. Banyak daerah di Papua yang
masih menggunakan air dari sungai atau sumur
yang tercemar sebagai sumber air minum. Hal ini
dapat menyebabkan berbagai penyakit yang ber-
hubungan dengan air seperti diare dan hepatitis.

Telah dilakukan penelitian mengenani ke-
bijakan publik dapat berperan penting dalam me-
ningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Adapun
hasil penelitian mengenai kebijakan publik dalam
meningkatkan derajat kesehatan diantaranya Ke-
bijakan publik dapat meningkatkan derajat kese-
hatan melalui pengendalian faktor risiko penyakit.
Sebuah penelitian menemukan bahwa kebijakan
publik yang mengatur pembatasan iklan makanan
yang tidak sehat dapat mengurangi konsumsi
makanan yang tidak sehat dan mengurangi risiko
obesitas pada anak-anak (Correa et al. 2019).
Kebijakan publik juga dapat meningkatkan akses
dan kualitas layanan kesehatan. Sebuah penelitian
menemukan bahwa kebijakan publik yang mem-
berikan subsidi kesehatan kepada masyarakat
miskin dapat meningkatkan akses mereka terhadap
layanan kesehatan dan meningkatkan kualitas pe-
rawatan yang diterima (Li et al. 2022). Kebijakan
publik juga dapat mempromosikan perilaku hidup
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sehat melalui kampanye kesehatan dan edukasi.
Sebuah penelitian menemukan bahwa kampanye
publik yang mengajarkan tentang pentingnya me-
rokok dan dampaknya terhadap kesehatan dapat
mengurangi jumlah perokok aktif dan mening-
katkan kesadaran tentang risiko kesehatan yang
terkait dengan merokok (Tateno et al. 2019).

Terdapat beberapa kesenjangan dalam pene-
litian dalam mengidentifikasi faktor-faktor sosial
yang memengaruhi kebijakan kesehatan. Meski-
pun telah banyak penelitian yang mengidentifikasi
faktor-faktor biologis dan perilaku yang meme-
ngaruhi kesehatan, penelitian yang lebih holistik
yang mempertimbangkan faktor-faktor sosial se-
perti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan lingku-
ngan fisik masih terbatas. Kurangnya penelitian
yang mengevaluasi dampak kebijakan kesehatan
terhadap kelompok rentan. Meskipun telah banyak
penelitian yang mengevaluasi dampak kebijakan
kesehatan pada populasi umum, penelitian yang
lebih fokus pada dampak kebijakan pada ke-
lompok-kelompok rentan seperti orang miskin,
anak-anak, dan lanjut usia masih perlu dilakukan.
Keterbatasan dalam memahami bagaimana kebija-
kan kesehatan dapat diterapkan secara efektif di
tingkat lokal. Meskipun kebijakan kesehatan na-
sional telah dirancang untuk mencapai tujuan ke-
sehatan yang lebih baik, kebijakan tersebut sering
kali tidak dapat diimplementasikan secara efektif
di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan pe-
nelitian yang lebih mendalam untuk memahami
faktor-faktor yang memengaruhi implementasi
kebijakan kesehatan di tingkat lokal.

Ada beberapa alasan rasional dan esensial
yang mendasari penelitian kebijakan publik dalam
derajat kesehatan di Papua di antaranya Masalah
Kesehatan yang Signifikan di Papua, Papua meru-
pakan salah satu provinsi di Indonesia dengan
masalah kesehatan yang signifikan, seperti angka
kematian ibu dan bayi yang tinggi, prevalensi pe-
nyakit menular yang tinggi, serta masalah kese-
hatan lainnya (Wulandari et al. 2021). Oleh karena
itu, penelitian kebijakan publik dalam derajat
kesehatan di Papua sangat penting untuk meng-
atasi masalah kesehatan tersebut dan meningkat-
kan kesehatan masyarakat Papua. Kedua berkaitan
dengan Keterlibatan Pemerintah, Pemerintah Indo-
nesia telah menunjukkan komitmen untuk meni-
ngkatkan kesehatan di Papua, namun masih
terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Pada
tahun 2013 di Papua layanan kesehatan masih jauh
dari ideal, Rasio jumlah dokter di Papua sebesar
1:7.599 Artinya 1 (satu) dokter rata-rata melayani
sekitar 7.559 orang (Latupeirissa, Wijaya, and
Suryawan 2021). Penelitian kebijakan publik

dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi
kebijakan dan program yang ada serta memberi-
kan rekomendasi untuk perbaikan dan perubahan
kebijakan yang lebih efektif.

Alasan rasional dan esesnsial berikutnya
berkaitan dengan keterbatasan sumber daya. Ke-
terbatasan sumber daya menjadi tantangan yang
dihadapi dalam meningkatkan kesehatan di Papua.
Papua yang memiliki keterbatasan sumber daya
baik fasilitas layanan kesehatan, tenaga Kesehatan
dan faktor geografis serta transportasi yang ter-
sedia di Papua (Halim and Hamid 2020). Dalam
hal ini, penelitian kebijakan publik dapat mem-
bantu dalam menentukan prioritas kebijakan kese-
hatan yang efektif dan efisien dengan memper-
timbangkan keterbatasan sumber daya yang ada.
Dukungan Internasional menjadi alasan berikutnta
dimana organisasi internasional seperti Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO) dan Badan Kesehatan
Dunia (World Bank) telah memberikan dukungan
dalam meningkatkan kesehatan di Papua. Pene-
litian kebijakan publik dapat membantu dalam
memanfaatkan dukungan ini secara lebih efektif
dan efisien.

Dokumentasi data yang akurat menajdi ala-
san berikunya dimana penelitian kebijakan publik
dapat membantu dalam menyediakan data yang
akurat dan terkini mengenai situasi kesehatan di
Papua. Data ini dapat digunakan sebagai dasar
untuk menentukan kebijakan kesehatan yang tepat
dan efektif. Kurangnya pemerataan dalam bidang
Kesehatan menyebabkan kurangnya keadilan da-
lam Kesehatan. Kesehatan adalah hak asasi ma-
nusia yang harus diakses oleh semua orang tanpa
diskriminasi. Namun, kesehatan di Papua masih
belum merata dan ada kesenjangan yang signi-
fikan antara kesehatan masyarakat di Papua dan di
daerah lainnya di Indonesia. Penelitian kebijakan
publik dapat membantu dalam menentukan kebija-
kan yang lebih adil dan merata dalam mening-
katkan kesehatan di Papua. Dengan demikian,
penelitian kebijakan publik dalam derajat keseha-
tan di Papua memiliki alasan rasional dan esensial
yang kuat untuk dilakukan guna meningkatkan
kesehatan masyarakat Papua secara menyeluruh.

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian des-

kriptif dengan metode survey dimana metode yang
digunakan ini untuk menggambarkan atau meng-
analisis suatu hasil penelitian tetapi tidak di-
gunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih
luas. Lokasi penelitian adalah di seluruh kecama-
tan yang dalam lingkup Kabupaten Jayapura yang
terdapat Rumah Sakit, Puskesmas atau Pustu. Pe-
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nelitian ini dilakukan dari bulan Januari-April
2019 di Kabupaten Jayapura. Penentuan informan
dalam penelitian ditetapkan secara purposive.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumen.
Analisis data menggunakan reduksi data, pe-
nyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Indikator derajat kesehatan masyarakat sua-

tu wilayah dapat dilihat dari tingginya umur ha-
rapan hidup seseorang, angka kematian bayi dan
angka kematian ibu maternal serta menurunnya
angka prevalensi gizi kurang pada anak balita
(Tanjung, Efendi, and Coastera 2019). Sesuai
Indikator RPJMN 2015-2019 maka indikator
derajat kesehatan masyarakat ini diharapkan dapat
mencapai usia 72,0 tahun, angka kematian bayi
menjadi 24/1000 kelahiran hidup dan angka ke-
matian ibu maternal 118/100.000 kelahiran hidup,
serta angka prevalensi gizi kurang pada balita
maksimal 15 %. Angka harapan hidup penduduk
Kabupaten Jayapura yang diperoleh dari data sta-
tistik tahun 2018 mencapai 66,4 tahun, sementara
angka kematian bayi pada tahun 2018 sebesar
14/1000 KLH, angka kematian ibu 119/100.000
KLH dan prevalensi gizi kurang pada anak balita
07 % pada tahun 2018. Dari data tersebut angka
kematian bayi dan prevalensi balita gizi kurang
sudah mencapai bahkan dibawah angka standar
nasional, tetapi untuk angka kematian ibu masih
tinggi namun demikian upaya-upaya penanggulan-
gan tetap harus dilakukan guna mencegah meni-
ngkatnya kasus-kasus tersebut menjadi suatu ka-
sus kejadian luar biasa. Secara umum dapat di-
simpulkan bahwa derajat kesehatan masyarakat
kabupaten Jayapura masih dibawah standar nasio-
nal.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Di-
nas kesehatan dan jaringannya dalam rangka me-
ningkatkan derajat kesehatan Kabupaten Jayapura
berdasarkan hasil laporan program pembangunan
kesehatan tahun 2018 dapat diuraikan sebagai
berikut:
1) Mortalitas

Mortalitas/angka kematian yang menjadi in-
dikator derajat kesehatan masyarakat sebagaimana
diuraikan diatas dapat diperoleh melalui data
survey/penelitian, namun untuk Kabupaten Jaya-
pura khususnya Dinas Kesehatan belum perna
melakukan survey/penelitian tersebut sehingga
data riil yang tersedia berdasarkan laporan rutin
kematian yang dilaporkan oleh puskesmas setiap
bulan dan tentunya data tersebut belum dapat
mewakili gambaran yang sesungguhnya tentang

angka kematian diwilayah Kabupaten Jayapura.
Namun setidaknya secara kasar kita dapat mem-
perkirakan penyebab kematian tertinggi di Kabu-
paten Jayapura guna kepentingan perencanaan
program kesehatan.

Kasus kematian secara umum yang tercatat
oleh Puskesmas tahun 2018 jumlahnya mencapai
172 kasus yang bersumber dari pencatatan dan
pelaporan puskesmas dan sehingga diperoleh gam-
baran 10 Besar kasus Kematian di Puskesmas
Kabupaten Jayapura dengan urutan penyebab
kematian tertinggi terjadi pada Kecelakaan dan
ruda paksa dengan 16 Kasus(16.8 %), Asma
dengan 14 kasus (14.7 %), urutan ke tiga adalah
TB Paru dengan 12 kasus (12.3 %), urutan
keempat adalah HIV/AIDS dengan 11 kasus
(11.5%) urutan ke lima adalah kasus Diare dengan
9 kasus (9.4%),urutan ke enam Kelainan Jantung 8
Kasus (8.4 %) urutan tujuh adalah Tekanan Darah
Tinggi dengan 8 Kasus (8.4) Diabetes Militus/DM
7 kasus (7.3 %) urutan ke sembilan Kanker atau
Tumor 6 kasus (6.1%) dan urutan ke sepuluh
adalah kasus Malaria dengan 4 kasus (4.21%), dan
sisanya adalah kematian lain dan kematian yang
tidak diketahui penyebabnya.

Gambar 1. Penyebab Kematian pada PKM
Arah penelitian dalam kebijakan publik da-

lam derajat kesehatan dapat mencakup pening-
katan kesehatan mental, Penelitian dapat difokus-
kan pada bagaimana kebijakan publik dapat mem-
promosikan kesehatan mental dan meningkatkan
akses ke layanan kesehatan mental. Penelitian juga
dapat memperkuat dukungan terhadap pengemba-
ngan dan penerapan kebijakan kesehatan mental di
tingkat nasional dan internasional. Pengembangan
kebijakan kesehatan yang inklusif, dimana pene-
litian ini dapat meneliti cara-cara untuk memper-
kuat akses ke layanan kesehatan bagi kelompok-
kelompok yang terpinggirkan, seperti orang de-
ngan disabilitas, minoritas ras dan etnis, serta
komunitas miskin. Kesehatan lingkungan yang
dapat difokuskan pada bagaimana kebijakan pub-
lik dapat mengurangi dampak buruk lingkungan
terhadap kesehatan, termasuk kesehatan lingku-
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ngan di tempat kerja dan peningkatan kualitas
udara. Pengembangan teknologi Kesehatan meru-
pakan arah penelitian di masa depan yang akan
dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini adalah cara-
cara untuk memanfaatkan teknologi terbaru untuk
meningkatkan kesehatan masyarakat dan mencip-
takan sistem kesehatan yang lebih efektif dan
efisien. Hal ini meliputi pengembangan teknologi
untuk pengobatan penyakit yang lebih efektif dan
efisien, pengumpulan data kesehatan yang lebih
akurat, dan pengembangan sistem yang memung-
kinkan akses ke layanan kesehatan jarak jauh.

Hasil temuan penelitian dilapangan terkait
dengan Kebijakan Publik Dalam Derajat Kese-
hatan Di Papua adalah pemerintah daerah teleh
menerapkan Program Kesehatan Masyarakat Pa-
pua (PKMP). PKMP adalah program pemerintah
yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan
masyarakat Papua, terutama dalam hal pencega-
han dan penanganan penyakit menular seperti
malaria, tuberculosis, dan HIV/AIDS. Program ini
melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah,
LSM, dan masyarakat Papua sendiri. PKMP dilak-
sanakan melalui berbagai kegiatan seperti penyu-
luhan, pemeriksaan kesehatan, dan pembagian
obat-obatan. Pembangunan Infrastruktur Keseha-
tan, Pemerintah juga melakukan pembangunan
infrastruktur kesehatan di Papua, seperti pemba-
ngunan puskesmas, rumah sakit, dan laboratorium
kesehatan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan
akses masyarakat Papua terhadap pelayanan kese-
hatan yang berkualitas. Penanganan Kasus Gizi
Buruk, Pemerintah juga melakukan penanganan
kasus gizi buruk di Papua, terutama pada anak-
anak. Pemerintah melakukan berbagai kegiatan
seperti penyuluhan gizi, pembagian makanan tam-
bahan, dan perawatan medis bagi anak-anak yang
mengalami gizi buruk. Program Vaksinasi, Prog-
ram vaksinasi juga dilakukan di Papua, terutama
untuk meningkatkan imunitas masyarakat ter-
hadap penyakit yang rentan menyerang di daerah
ini seperti malaria dan hepatitis. Vaksinasi juga
penting untuk mencegah penyebaran penyakit me-
nular seperti COVID-19.

Kasus kematian kasar yang terjadi di Ru-
mah Sakit Umum Daerah Yowari secara keseluru-
han berjumlah 233 kasus sehingga diperoleh 10
besar penyakit yang terdiri dari kematian dengan
HIV/AIDS 14 kasus (28%) kematian dengan
gangguan Kardiovaskuler 8 kasus (16 %) kema-
tian akibat cedera Intrakranial 7 kasus (14%)
Septicemia 5 kasus (10%) BBLR 5 kasus (10%)
Gagal jantung 3 kasus (6%) kematian akibat
penyulit persalinan 2 kasus ( 4%) Gagal napas 2
kasus ( 4%) Pneumonia 2 kasus (4%) dan urutan

kesepuluh adalah Limfoma non Hodgkin 2 kasus
( 4%). lebih lengkapnya kasus kematian tersebut
dapat digambarkan dalam fambar 2 berikut:

Gambar 2. 10 Besar Penyebab Kematian pada RS
Yowari

Kasus kematian bayi di Puskesmas dan
Rumah Sakit Kabupaten Jayapura berdasarkan
laporan rutin kematian Tahun 2018 adalah lahir
mati 55 kasus, kematian pada Neonatal (0-28 hari)
52 kasus, kematian Bayi (0-11 bulan) 59 kasus,
kematian anak Balita (1-5 tahun) 17 kasus dan
kematian Balita (0-5 tahun) 63 Kasus. Kasus
kematian ibu maternal adalah kasus kematian pada
ibu yang disebabkan oleh karena kondisi pada
masa kehamilan atau persalinan dan atau pada
masa nifas. Kondisi ini menggambarkan rendah-
nya derajat kesehatan masyarakat khususnya kaum
ibu yang diharapkan dapat melahirkan generasi
penerus sebagai sumber daya manusia yang
berkualitas. Dari laporan rutin data kematian per
puskesmas dan Rumah Sakit Umum daerah
Yowari diperoleh data kematian ibu sebanyak 5
kasus dari 4.187 kelahiran hidup (KLH) atau
119/1000 KLH, 5 kematian ini terjadi pada ibu
bersalin 3 dan ibu nifas 2 dengan penyebab ke-
matian perdarahan 3 kasus dan infeksi 2 kasus.
Jumlah kematian ibu maternal pada tahun 2018 ini
tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun
2017, sehingga jika merujuk pada target RPJMN
angka kematian Bayi masih dibawah standar
sedangkan angka kematian ibu masih cukup tinggi
dan harus kita waspadai.

2) Morbiditas
Pola sepuluh besar penyakit bagi semua go-

longan umur yang digambarkan dalam pencatatan
Puskesmas bila dibanding tahun sebelumnya me-
ngalami perubahan baik dari urutan sepuluh besar
maupun jumlah kasus secara keseluruhan dimana
terjadi peningkatan dari 148.716 kasus penyakit
tahun 2017 menjadi 160.802 kasus ditahun 2018
atau meningkat sekitar 7.51 %. Adapun urutan
sepuluh besar penyakit tahun 2018 dapat dilihat
pada tabel yang ada. Dari 10 besar panyakit
tersebut bahwa Penyakit terbanyak masih SPBA

https://jkp.ejournal.unri.ac.id


Jurnal Kebijakan Publik, Vol.14, No.1, 2023

https://jkp.ejournal.unri.ac.id 106

dengan 64.944 kasus atau 40.38 %, urutan kedua
Penyakit Kulit Infeksi dengan 21.029 kasus
(13.07%) urutan ketiga Malaria dengan 18.942
kasus (11.78%) urutan ke empat Penyakit pada
sistim otot dan jaringan sebanyak 18.460 kasus
(11.48%) kelima Gastritis dengan 10.689 kasus
(6.64%) urutan ke enam penyakit tekanan darah
tinggi 5.316 kasus (3.30%) urutan ketujuh diare
4.853 kasus (3.01%) kedelapan Infeksi penyakit
Usus lain 4.095 kasus (2.54%) Tonsilitis 3.073
kasus (1.91%) sedangkan urutan sepuluh yaitu
penyakit kecelakaan dan ruda paksa 2.807
kasus1(1.74%) ditambah dengan penyakit lainnya
sekitar 6.593 Kasus. Sedangkan sepuluh besar
penyakit pada Rumah Sakit Yowari penyakit
Infeksi saluran napas bagian atas (ISPA) masih
merupakan penyakit tertinggi dengan 2.939
(13.52%) dan terendah penyakit TB Paru lainnya
628 kasus (4.38%). Sepuluh besar penyakit pada
Puskesmas Kabupaten Jayapura seperti pada tabel
1 berikut:
Tabel 1. Jumlah Kasus Kesakitan pada Puskesmas
Kabupaten Jayapura

Data sepuluh besar penyakit Kabupaten Ja-
yapura tahun 2018 dapat digambarkan dengan
Gambar 3 berikut ini:

Gambar 3. Sepuluh Besar Penyakit pada Puskesmas
Kab. Jayapura

3) Status Gizi Masyarakat
Salah satu indikator RPJMN 2015-1019

yaitu prevalensi gizi kurang atau Status gizi balita.
Status gizi balita dapat diukur berdasarkan
umur,berat badan (BB), dan tinggi badan (TB).
Indikator BB/U memberikan indikasi masalah gizi
secara umum dan tidak memberikan indikasi
tentang masalah gizi yang sifatnya kronis ataupun
akut karena berat badan berkorelasi positif dengan
umur dan tinggi badan. Dengan kata lain, berat
badan yang rendah dapat disebabkan karena tubuh
yang pendek (kronis) dan penyakit penyerta lain-
nya (akut). Pada tahun 2018 terdapat 1.30 %
balita kekurangan gizi atau bawah garis merah dan
0.07 % berstatus gizi buruk. berdasarkan data
yang tercatat di Puskesmas kasus gizi buruk masih
ditemukan dipuskesmas Nimbokrang sebanyak 3
kasus dan dibeberapa Puskesmas lainnya masing-
masing 1 kasus (Puskesmas harapan, Sentani,
Genyem dan Demta). Balita yang terpapar kasus
balita gizi buruk yang ditemukan lalu ditangani
oleh puskesmas dengan pemberian makanan
tambahan dan konseling gizi.

Kajian kebijakan publik dalam meningkat-
kan derajat kesehatan adalah sebuah topik yang
sangat penting, karena kesehatan adalah salah satu
faktor yang sangat menentukan kualitas hidup
masyarakat (Wang et al. 2021). Beberapa contoh
kebijakan publik yang berdampak positif pada
kesehatan adalah program vaksinasi, pembatasan
rokok, peningkatan akses ke air bersih, dan pe-
layanan kesehatan yang terjangkau, kebijakan
publik sebagai tujuan, pilihan tindakan yang legal
(Tirtariandi and Anshori 2012). Penelitian tentang
mortalitas sangat penting dalam kebijakan publik
karena dapat membantu pemerintah dan lembaga
kesehatan dalam membuat keputusan yang tepat
untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan
masyarakat (Mialon et al. 2020).

Beberapa hal penting dalam penelitian
tentang mortalitas dalam kebijakan publik bahawa
penelitian dapat mengidentifikasi penyebab kema-
tian yang paling umum di suatu daerah atau ne-
gara (Altindağ, Greve, and Tekin 2022). Informasi
ini dapat membantu pemerintah dan lembaga ke-
sehatan dalam merencanakan program dan ke-
bijakan yang fokus pada penyakit atau kondisi
yang paling mematikan. Penelitian juga dapat
membantu mengidentifikasi faktor risiko yang ter-
kait dengan kematian. Dengan mengetahui faktor-
faktor ini, pemerintah dan lembaga kesehatan
dapat merancang program dan kampanye pence-
gahan untuk mengurangi risiko kematian di
masyarakat.

No Penyakit Jumlah %
1 Ispa 64.944 40,38
2 Penyaakit Kulit

Infeksi
21.029 13,07

3 Malaria 18.943 11,78
4 Peny. Pd Sistem

Otot dan Jarinan
18.460 11,48

5 Gastritis 10.689 6,64
6 Tek. Darah

Tinggi
5.316 3,30

7 Diare 4.853 3,01
8 Infeksi Penyakit

Usus Lain
4.095 2,54

9 Tonsilitas 3.073 1,91
10 Kecelakaan dan

Ruda Paksa
2.807 1,74

11 Penyakit Lainya 6.593 4,10
Jumlah 160.802 100
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Penelitian tentang mortalitas dapat mem-
berikan informasi tentang karakteristik populasi
yang paling rentan terhadap kematian, seperti usia,
jenis kelamin, dan lokasi geografis(Thakur et al.
2021). Analisis demografi ini dapat membantu
pemerintah dan lembaga kesehatan dalam meran-
cang program kesehatan yang tepat sasaran. Pe-
nelitian juga dapat digunakan untuk mengevaluasi
efektivitas kebijakan kesehatan yang telah diterap-
kan dalam mengurangi angka kematian. Dengan
mengetahui apa yang berhasil dan tidak berhasil,
pemerintah dan lembaga kesehatan dapat mening-
katkan kebijakan dan program mereka untuk men-
capai hasil yang lebih baik.

Penelitian tentang mortalitas dapat memu-
ngkinkan perbandingan antara tingkat kematian di
suatu negara dengan negara lain. Informasi ini
dapat membantu pemerintah dan lembaga kese-
hatan untuk mempelajari dari kebijakan dan
program yang telah diterapkan di negara lain dan
menerapkan strategi yang sukses dalam upaya
mereka sendiri. Penelitian tentang mortalitas sa-
ngat penting dalam kebijakan publik karena dapat
memberikan informasi penting yang dapat mem-
bantu pemerintah dan lembaga kesehatan dalam
merancang program dan kebijakan yang efektif
untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan
masyarakat (Leffler et al. 2020). Selain mortalitas
bidang kajian terkait dengan derajat ksehatan
berkaitan pula dengan morbiditas

Hasil pelitian terkait morbiditas dapat mem-
berikan informasi yang berharga bagi pemerintah
daerah Papua dalam merancang kebijakan publik
kesehatan yang tepat dan efektif (Lestari and
Harsanti 2022). Bentuk kebijakan pemerintah
daerah Papua dengan merancang program pence-
gahan dan pengendalian malaria yang efektif,
seperti kampanye penggunaan kelambu berinsek-
tisida, program fogging untuk membasmi nyamuk,
dan distribusi obat anti-malaria secara gratis atau
dengan harga terjangkau(Sundari, Bataradewa,
and Matulessy 2021). Bentuk kebijakan lain be-
rupa rancang program intervensi gizi yang tepat
untuk mengatasi masalah stunting pada anak, se-
perti program pemberian makanan tambahan dan
suplementasi vitamin dan mineral, serta kampanye
edukasi mengenai gizi dan pola makan yang sehat.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah
kebijakan program pencegahan dan pengendalian
penyakit menular seksual. Pemerintah daerah Pa-
pua merancang program pencegahan dan pengen-
dalian penyakit menular seksual yang efektif,
seperti kampanye penggunaan kondom, program
tes dan konseling HIV (Kusmayadi and Hertati
2022), dan layanan kesehatan reproduksi yang

lebih mudah diakses oleh masyarakat. Pemerintah
Papua merancang program pengendalian faktor
risiko yang terkait dengan morbiditas, seperti
program penyediaan air bersih dan sanitasi yang
lebih baik, kampanye kebersihan lingkungan, dan
program pengurangan polusi udara. Terkait de-
ngan aksesibilitas layanan kesehatan pemerintah
daerah Papua membuat program untuk mening-
katkan aksesibilitas layanan kesehatan di wilayah
yang sulit dijangkau atau terisolasi, seperti
program layanan kesehatan mobile, pembangunan
sarana dan prasarana kesehatan yang lebih baik,
serta pelatihan tenaga kesehatan lokal(Kurniawan
et al. 2020). Bentuk kerja sama juga dilakukan
oleh pemerintah daerah Papua dengan bekerja
sama dengan pihak-pihak terkait, seperti organi-
sasi kesehatan internasional, LSM lokal dan inter-
nasional, dan sektor swasta, untuk merancang dan
melaksanakan program-program tersebut secara
lebih efektif dan terkoordinasi.Hasil penelitian
morbiditas dapat memberikan informasi penting
bagi pemerintah daerah Papua dalam merancang
program dan kebijakan kesehatan yang lebih efek-
tif dan berfokus pada masalah kesehatan yang
paling membutuhkan perhatian.

Kebijakan publik sangat penting dalam me-
ngatasi masalah status gizi masyarakat(Sitasari
2022). Status gizi masyarakat adalah gambaran
umum tentang tingkat kesehatan dan nutrisi suatu
kelompok masyarakat(Hasrul, Hamzah, and Hafid
2020). Kebijakan publik yang tepat dapat mem-
bantu meningkatkan status gizi masyarakat, me-
ngurangi masalah gizi buruk dan mencegah ter-
jadinya penyakit yang berkaitan dengan gizi
seperti obesitas dan diabetes.

Kebijakan publik terkait dengan pendidikan
gizi, kebijakan publik ini bertujuan untuk mening-
katkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat
tentang gizi yang sehat (Vasconcelos et al. 2019).
Pendidikan gizi dapat dilakukan melalui kampa-
nye penyuluhan gizi di sekolah, puskesmas, klinik,
maupun melalui media massa (Cheng et al. 2020).
Kebijakan publik regulasi produk pangan ini
bertujuan untuk mengatur dan mengawasi produk
pangan yang beredar di pasaran agar memenuhi
standar gizi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Regulasi ini dapat berupa pembatasan penjualan
produk makanan yang tidak sehat seperti makanan
cepat saji, makanan kaleng yang mengandung gula
atau garam berlebih, dan pengaturan iklan maka-
nan di media massa.

Kebijakan bantuan pangan yaitu untuk
memberikan bantuan pangan kepada kelompok
masyarakat yang membutuhkan seperti keluarga
miskin, anak sekolah, ibu hamil dan menyusui.
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Program bantuan pangan ini dapat berupa pem-
bagian makanan bergizi, vitamin, atau subsidi
pangan. Penyediaan sarana olahraga bertujuan
untuk memfasilitasi masyarakat untuk melakukan
aktivitas olahraga yang teratur (Chen and Liu
2020). Olahraga yang teratur dapat membantu
meningkatkan status gizi masyarakat, karena
membakar kalori yang berlebih dan memperkuat
otot dan tulang(Audiffren and André 2019).

Perbaikan infrastruktur sanitasi bertujuan
untuk meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan
(Gillespie, Van Den Bold, and Hodge 2019).
Sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit
dan infeksi yang berdampak pada status gizi mas-
yarakat. Perbaikan sanitasi dapat berupa penye-
diaan air bersih, pengolahan limbah dan sampah
yang baik, dan membangun fasilitas toilet yang
layak. Dalam mengimplementasikan kebijakan
publik tersebut, peran pemerintah sangat penting
untuk melakukan koordinasi dan pengawasan ya-
ng efektif. Selain itu, peran masyarakat juga tidak
kalah penting dalam mensukseskan kebijakan
publik tersebut dengan aktif berpartisipasi dan
melaksanakan langkah-langkah yang direkomen-
dasikan.

Hasil temuan ini dapat memberikan infor-
masi penting bagi pemerintah dan lembaga terkait
untuk melakukan perubahan kebijakan dan tinda-
kan yang lebih baik dalam meningkatkan kese-
hatan masyarakat Papua. Selain itu, hasil temuan
ini juga dapat memberikan informasi yang ber-
guna bagi para peneliti dan praktisi kesehatan
untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif
dalam meningkatkan derajat kesehatan di daerah
tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui pening-
katan pemahaman tentang faktor-faktor apa saja
yang mempengaruhi kesehatan masyarakat Papua
serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kese-
hatan di sana.

Interpretasi ilmiah Kebijakan Publik dalam
derajat kesehatan di Papua mengacu pada cara pa-
ra ahli dan praktisi kebijakan publik menerapkan
prinsip-prinsip ilmiah dalam mengembangkan ke-
bijakan untuk meningkatkan kesehatan masyara-
kat di Papua. Papua adalah provinsi yang memiliki
tantangan kesehatan yang besar, termasuk tingkat
kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi, akses
terbatas terhadap fasilitas kesehatan, dan masalah
kesehatan seperti malaria, tuberkulosis, HIV/
AIDS, dan penyakit menular lainnya. Dalam
konteks ini, interpretasi ilmiah Kebijakan Publik
melibatkan pengumpulan dan analisis data yang
akurat dan komprehensif tentang situasi kesehatan
di Papua, serta penerapan pendekatan berbasis

bukti dalam membangun kebijakan dan strategi
yang efektif dan efisien. Pendekatan ini juga me-
libatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan
lainnya seperti organisasi masyarakat sipil, orga-
nisasi internasional, dan sektor swasta.

Beberapa aspek kunci dari interpretasi il-
miah Kebijakan Publik dalam derajat kesehatan di
Papua termasuk Pengumpulan dan analisis data
yang akurat dan komprehensif tentang situasi
kesehatan di Papua, termasuk epidemiologi, faktor
sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kesehatan,
dan aksesibilitas fasilitas kesehatan. Menerapkan
pendekatan berbasis bukti dalam mengembangkan
kebijakan dan strategi kesehatan, yang melibatkan
penggunaan data dan penelitian terbaru untuk me-
mandu pengambilan keputusan. Kolaborasi de-
ngan pemangku kepentingan lainnya seperti orga-
nisasi masyarakat sipil, organisasi internasional,
dan sektor swasta, untuk meningkatkan aksesibi-
litas dan kualitas layanan kesehatan di Papua.
Menerapkan strategi pencegahan yang berfokus
pada pengurangan faktor risiko utama untuk pe-
nyakit menular, termasuk pendidikan kesehatan
masyarakat, promosi kesehatan, dan program imu-
nisasi.

Hasil penelitian berbeda dengan penelitian
lain dimana menekakankan melalui nilai-nilai
budaya lokal oleh masyarakat (pasien) yang ke-
mudian mempengaruhi pegawai medis maupun
non medis dalam interaksinya dengan pasien
sehingga tercipta proses yang dinamakan proses
akulturasi. Proses akulturasi bermakna tumbuh
dan berkembang bersama dengan budaya yang
berasal dari luar. Perbedaan lain juga terlihat
bahwa implementasi kebijakan kesehatan di Papua
kurang efektif daripada yang ditemukan dalam
penelitian terdahulu, serta menemukan ada faktor
lain di luar kebijakan kesehatan yang mempenga-
ruhi derajat kesehatan di Papua. memberikan
implikasi kebijakan yang berbeda dari penelitian
terdahulu. Hasil penelitian menyarankan peruba-
han kebijakan yang lebih radikal untuk mening-
katkan derajat kesehatan di Papua, sementara
penelitian terdahulu menyarankan perubahan ke-
bijakan yang lebih kecil atau perbaikan pelaksa-
naan kebijakan yang sudah ada.

KESIMPULAN
Kajian kebijakan publik dalam derajat kese-

hatan adalah suatu analisis yang melihat bagai-
mana kebijakan publik dapat mempengaruhi
kondisi kesehatan masyarakat. Kajian ini melibat-
kan analisis data dan informasi terkait dengan
kesehatan, baik dalam bentuk statistik maupun
kualitatif, untuk memahami masalah kesehatan

https://jkp.ejournal.unri.ac.id


Jurnal Kebijakan Publik, Vol.14, No.1, 2023

https://jkp.ejournal.unri.ac.id 109

yang dihadapi oleh masyarakat. Kondisi lingku-
ngan dan sosial dapat mempengaruhi kesehatan
masyarakat. Kajian kebijakan publik harus mem-
perhatikan faktor-faktor ini, dengan mengembang-
kan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas
lingkungan dan mengurangi kemiskinan. Kebija-
kan publik dalam derajat kesehatan harus melibat-
kan kolaborasi antara sektor kesehatan dan sektor
lainnya, seperti pendidikan, lingkungan, dan per-
ekonomian. Kolaborasi ini dapat membantu men-
ciptakan kebijakan yang holistik dan efektif.
Kebijakan publik dalam derajat kesehatan harus
melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi
masyarakat dapat membantu memperkuat ke-
bijakan dan memastikan bahwa kebijakan yang
diambil mencerminkan kebutuhan dan harapan
masyarakat. Kajian kebijakan publik dalam derajat
kesehatan merupakan suatu hal yang penting un-
tuk meningkatkan kesehatan masyarakat diharap-
kan kebijakan publik yang diambil dapat mem-
berikan manfaat yang optimal bagi kesehatan
masyarakat.
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